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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/1013.b/Kp.02.1/X11/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJAPENCANANGANPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS(ZI)
DI LINGKUNGANPENGADILAN AGAMA MUARA LABUH MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dengan
berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada
komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh beserta
jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan
membangun zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh;

b. Bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai salah satu pilar penegakan
hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang
bersin dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek
penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lainnya;

c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus
dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatangan-pakta integritas,
dan semua pihak mulai Pimpinan Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya
harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan
merubah pola pikir dan budaya kerja (mindset), sehingga masing-masing
memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta
dilayani;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,
dan c di atas, perlu membentuk Tim Kerja Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas (Z1) di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh;

e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh, dipandang cakap dan mampu
melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas (Z1) di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM);

Megingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;

S



6. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani  di  Lingkungan Instansi  Pemerintah;Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 tahun 2012 tentang Tata
Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 tahun 2012
tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILANAGAMA MUARA LABUH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(Z1) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM).
Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di
Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan
menerbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
Kedua : Timmempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan
pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama
Muara Labuh Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran
tugas dimaksud;

Ketiga : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung
jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh;
Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di
lingkungan Pengadilan gama Muara Labuh untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Yth.Sekretaris Mahkamah Agung RIdi Jakarta;
2. Yth.Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R1di Jakarta;
3. Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
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DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/1013.b/Kp.02.1/X11/2018
TANGGAL 03 DESEMBER 2018

SUSUNAN TIM KERJA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEDUDUKAN

No DALAM TIM NAMA JABATAN

TIM SEKRETARIAT
Ketua Anneka Yosihilma, SH.,MH. Wakil Ketua
Sekretaris Darnialis, S.Ag. Sekretaris
Anggota Rizal Rizai Tahmrin, SH. Panitera Pengganti
Anggota Willia Hesti Sari, SE. Jurusita Pengganti

ELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA 1)

Ketua Firdaus, SH.I, MH. Hakim
Sekretaris Warliati Kasuhbag Perencanaan, T1 dan Pelaporan
Anggota Yuli Yani, A.Md. PPNPN

ELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA 11)

Ketua Hafniati Kasubbag Umum dan Keuangan
Sekretaris Jhon Hendri PPNPN
Anggota Febrineldi Indrawan, SH PPNPN

ELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (AREA 111)

Ketua Syafrizal Kasubbag Kepegawaian dan Ortola
Sekretaris Yulisosra PPNPN
Anggota Rusman Oklaviardi PPNPN

ELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV)
Ketua Afkar, SH Wakil Panitera
Sekretaris Etma Juita, BA. Panitera Muda Hukum
Anggota Nasrul PPNPN

ELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)
Ketua Nasril, S.Ag. Panitera
Sekretaris Fitrawati, S.HI. PPNPN
Anggota Vivi Susriawati PPNPN

ELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)

Ketua Drs. Nurfadhil Panitera Muda Gugatan
Sekretaris Yosri Vita, SE PPNPN
Anggota Dezi Nofitasari, SE PPNPN

Muara Labuh, 03 Desember 2018.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Nurmaisal, S.Ag
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